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Revisi UU LLA)

Senayan Beri Kepastian Hukum Angkutan Online

SENAYAN menyetujui revisi
Perubahan Keliga atas UU No-
mor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jakn

(LLAJ) jaci RUU usul inisiatif

DPR. Pengambilan keputu-
san resmi it dilakukan dalam
Rapat Paripurna yang digelar di
Kompleks Parlemen, Scnayan,
Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Anggota Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR vang juga Wkl Ketoa
Komisi V DPR Syaiful Huda
menyampaikan, naskah akade-
mik dan dral RUU LLA] telah
dibahas bersama Badan Keahli-
an DPR serta dipresentasikan.
Berdasarkan hasil Rapat Badan
Musyawarah Barnus (DPR) RUU
itu diseralikan kepads Baleg DPR
UU LLAJ yang telah berlaku
lebih dari 15 tabun, menurutmya,
belum mampu mengakomodasi
perkembangan kebutuhan mis-
yarakat dan berbagai persoalan
hukum lalu lintas. *Selain itu
sejurnlah ketentuan harus dise-
laraskan dengan perubaban yang
elah diatur dalam UU Cipla
Kera serta aluran turunannya,”
kalanya, Rabu (22/7/2026).
Dalam revisi UL ini, Komisi
V DPR tidak akan melakukan

perubatian terhadap pembagian
Kewenangan antarlembaga. Ter-
masuk kewenangan Polri dalam
registrasi serta identifikast ken-
daraan bermotor. Fokus perubahan
it dlarahkan pada penycmpumaan
substansi UL untuk menjawab se-

luruh antangan penyclenggaraan - |

(ransportasi masa kini.

Sitlab satu materi utima revisi
adalah penanganan kendaraan
over dimension over loading
(ODOL) yang hingga sal inima-
siftjadi penychab tingginya angka
Kecelakaan lau lintas. “Berdasar:
kan data Korlantas Polri, angka
kasus kecelakaan Talu lintas di jo-
Lan ol memang terus mengalami
peningkatan,” katanya.

Sebagal catatan, pada 2022 terca-
(at sebiyak 1464 kevelakaan deng-
an 688 korban meninggel dunia, 237
orban huka beeat serta 2,564 korben
lukit ringan. Sernentara pada 2023,
jurnlah heeelakaan meninghat jadi
1636 kejacian dengan 704 korban
meninggal dunia, 283 huka bera, dan
2971 uka ringan,

Selanjutnya, kata Syaiful,
revisi UU LLAJ juga akan
memberikan kepastian hukum
(erhadap keberadaan transportasi
berbasis aplikasi, baik rod dua
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Syaiful Huda

maupun rodaempat. Pengaturan
itu meneakup status angkutan
urnum berbasis teknolog infor-
misi, hak dan kewajiban perusa-
haan aplikasi, serta perlindungan
menyeluruh bagi pengemudi.
Sat ini diperkirakan lebih dart
tiga juta orang menggantungkan
hidupnya sebagai pengemudi
(ransportasi daring. “Kepastian
ukurn itu sangat dibutubikan agar
berbagai macam persoalan sosial,
ckonomi, hingga potens dampak
politik dari layanan transpertasi
ilu bisa diantisipasi dengan batk
dan cepal sejak awal,” jelasnya,
Lebih lamjut, revist UULLAJ

juga diarahkan guna mengako-
modast seluruh perkembangan
teknologi transportasi masa
depan. Sejumlah aspek yang
dialur antara lain penerapan
Electronic Traffic Law Enforce-
ment (ETLE), kendaraan lis-
teik, kendaraan otonom, sistem
Flectronic Road Pricing (ERP),
serta berhagai bentuk digitalisasi
penyelenggaraan ransportasi.

Dalamrevistini, Komisi VDPR
juga-mengusulkan pengaturan
dhana preservast jalan dan kebijak-
an perpajakan angkutan umum,
Kondisi jaan vang belum mantap
masih jadi penyebab ingginya ke-
celakaan selain persoalan ODOL.
Langkah preservasi jalan dilaku-
e karenia kecelakaan tdak hanya
(lisebabkan oleh ODOL, tapi juga
karena kondisi jalan rusak

Selain itu, revist UL LLA]J akan
menyesiaikan ketentuan pidana
dengan UU Nomor 1 Tabun 2026
tentang Penyesuaian Pidana, “Selu-
ruft penyerpurniaan pasal RUU it
dliharapkan mampu meningkatkan
hesebamatan berkla intas, menurur-
hanamgha keniacetan, erta mening-
atke kualas Tavanan ransportasi
bt misiyarakal Juas,” Katanya,

Ketua Panitia Kerja (Panja)

RUU LLAJ Martin Manurung
menambahkan, ada sejumlah pe-
nyempurnan dari asil harmoni-
sast. Salah satunya menyangkut
pengaturan transportasi berbasis
teknologi informasi atau transpor-
tasi daring. Ketentuan mengenai
hak dan kewajiban pengenudi
transpurtasi daring beserta perlin-
dungan pekerjanya diatur lewat
UU tersendirt,

Dia bilang, Pasal 2250 avat
4 UU LLAJ diubah schingga
mengatur ketentuan lebih lanjut
mengenai hak maupun hewajitan
pengenud transportasi berbasis
teknolagi informasi schagaimana
dimaksiud pada ayat 2 dan ayat 3.
Aturan itu nantinya dituangkan
dalam unding-unding tersendiri
dan tidak dimasukkan ke dalam
UULLAJ.

Ketentuan mengenai perlin-
dungan pekerja transportasi ber-
basis (eknologt informasi juga
diatur melalui UU tersendiri
sehagaimiana lertuang pada pe-
rubahan Pasal 220R RUU LLA]L
Pasal ilu menegaskan, pengaturan
Ichih anjut perlindungan pekerja
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2251 sampai Pasal 2250
diatur lewat UU tersendiri. weve
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